WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SECARA TERBUKA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

a. bahwa dalam rangka evaluasi untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah

Kota Yogyakarta perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
859);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



Memperhatikan:

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon II di Lingkungan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural,;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ

tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan
Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

.Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/654/M.PANRB/02/ 2015
tanggal 18 Pebruari 2015 perihal Pengangkatan Jabatan

Pimpinan Tinggi;

.Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor

B/25/KASN/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;



4. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor
B/636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Seleksi
Terbuka JPT ASN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA TERBUKA DI PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara
Terbuka Di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2015 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Lowongan JPT Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat
edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media
cetak.

(2) PPK atau Pansel dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi
persyaratan untuk melamar.

(3) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

(4) Ketua Pansel atau Ketua Sekretariat Pansel atas nama Ketua Pansel

menandatangani pengumuman lowongan jabatan.

2. Mengubah ketentuan pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16
(1) Sekretariat Pansel melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas
persyaratan administrasi.
(2) Pansel menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu)
lowongan JPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk

mengikuti seleksi berikutnya.



(3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon yang memenuhi
persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Pansel
mengumumkan kembali seleksi pengisian JPT Pratama paling lama 15 (lima
belas) hari kerja.

(4) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 3
(tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi
ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

(5) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.

(6) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak

mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 11



